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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salahsatu negara dengan jumlah penduduk 

terbesar di dunia. Hal ini, sesuai dengan data direktur jendral dukcapil kemen-

trian dalam negeri republik Indonesia merilis data terbaru jumlah penduduk 

indonesia tahun 2022. Menurut, bapak Zudan Arif F. menjelaskan bahwa pa-

da tanggal 30 Juni 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat 

sebanyak 276.000.000 jiwa (DirJen DukCapil KeMenDagRI, 2022). Dengan 

jumlah penduduk yang besar seperti ini. Indonesia membutuhkan pelayanan 

publik yang terorganisir dari pusat sampai daerah. 

Dunia pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Hal ini memiliki peranan penting didalam pemerintahan dan pembangunan. 

Sejalan dengan hal tersebut. Maka mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, pasal 1 ayat 1.  Pelaya nan public ini  menyangkut 

seluruh permasalahan pada 3 bidang pelayanan di disdukcapil.  

Pada dasarnya, setiap permasalahan pasti memiliki landasan teori pen-

dukung dan Penghu bung untuk memperkuat masalah. Oleh sebab itu, penulis 

akan menyajikan beberapa teori. Sehingga, dapat membantu proses pemeca-

han masalah penelitian yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. 

Melayani sebagai membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan 

seseorang dan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain 

(KBBI, 1995). 
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Pelayanan merupakan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 

antar seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasaan pelanggan 

(Sinambela, 2014). Hakikatnya  pelayanan merupakan serangkaian kegiatan 

sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan 

(Moenir, 2015). Disdukcapil Kabupaten Magelang mengguna kan 2 metode 

dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu pertama, pelayanan secara online  

berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2008, PERPEM Nomor 96 Tahun 2012 

dan PERMEN DAGRI Nomor 7 Tahun 2019. Kedua, pelayanan offline ber-

dasarkan UU RI Nomor 43 Tahun 2009, PERPRES Nomor 27 Tahun 1994, 

MENPAN RB Nomor 24 Tahun 2014, PERMENDAGRI Nomor 95 Tahun 

2019 dan PERDA Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 (KaDin 

Disdukcapil, 2023). 

Dasar hukum lain pelayanan online yaitu UU RI Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana didalam pasal 15, UU RI 

Nomor 11 Tahun 2008 dijelas kan mengenai penyelenggaraan sistem 

elktronik adalah setiap penyelenggara system elektronik harus menyeleng-

garakan sistem elektronik secara andal dan aman. Dasar hukum lain pela-

yanan online yaitu PERPEM RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

UU RI Nomor 25 Tahun 2009. Dimana dalam pasal 14 ayat 1 PERPEM RI 

Nomor 96 Tahun 2012 menjelaskan bahwa sistem pelayanan terpadu meru-

pakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis 

pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara 

fisik maupun virtual sesuai standar pelayanan.  
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Dasar hukum lain pelayanan online yaitu PERMENDAGRI Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. 

Dimana didalam pasal 1 ayat 2, PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2019 men-

jelaskan bahwa pelayanan administrasi kependu dukan daring adalah proses 

pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data, berkas persyara-

tannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan  

memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.  

Dasar hukum lain pelayanan online yaitu PERMENPAN RB RI Nomor 

24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional. Dimana didalam pasal 1, PERMENPAN 

RB RI Nomor 24 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional  setiap penyelengga-

ra wajib menyediakan dukungan kelembagaan dan mengelola sarana pen-

gaduan.  

Dasar hukum lain pelayanan offline yaitu UU RI Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan. Dimana didalam pasal 24, UU RI Nomor 43 Tahun 2009 

yang menjelaskan bahwa arsip daerah kabupaten / kota adalah lembaga 

kearsipan daerah kabupaten / kota. Dasar hukum lain pelayanan offline yaitu 

PERPRES Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan  

Perkembangan Penduduk. Dimana dalam pasal 2, PERPRES Nomor 27 Ta-

hun 1994 menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem informasi perkem-

bangan kependudukan diperlukan didalam mendukung perumusan kebijakan 

pemerintah dan pembangunan.  
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Dasar hukum lain pelayanan offline yaitu PERMENDAGRI Nomor 95 

Tahun 2019  tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dimana 

pasal 5, PERMENDAGRI Nomor 95 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa 

basis data merupakan satu kesatuan data hasil pendaftaran penduduk dan pen-

catatan sipil, basis data memuat data wilayah dan data perseorangan. Dasar 

hukum lain pelayanan offline yaitu PERDA Kabupaten Magelang  

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

Di Kabupaten Magelang. Dimana semua data pribadi penduduk yang mengu-

rus dokumen kependudukan  melalui pelayanan offline dan pelayanan online. 

Pegawai disdukcapil mengetik semua data pribadi penduduk secara offline. 

Hal ini data pribadi penduduk diatur pada bab IX data pribadi penduduk pada 

PERDA Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010.  

Meskipun telah dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur 

mengenai pentingnya  pelayanan online dan pelayanan offline di Disdukcapil 

Kabupaten Magelang. Upaya dalam mengintensifikasi pelaksanaan pelayanan 

online dan pelayanan offline untuk memantau perkembangan pelayanan pub-

lik masih jauh dari harapan. Hal ini menyebabkan data tersebut belum dapat 

dimanfaatkan dengan baik sebagai dasar perencanaan pembangunan (KaDin 

Disdukcapil, 2023). 

Pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama yang menjadi 

kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan 

pelayanan yang terbaik kepada masya rakat. Selain itu, pemerintah juga 

mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima 
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bagi masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pelayanan yang lain da-

lam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka penyediaan pelayanan 

oleh pemerin tahan itu sendiri harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas.  

Dalam penyelengaraan pelayanan publik itu sendiri. Aparat pemerinta-

han sangat bertang gungjawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat sebagai wujud dari penciptaan kesejahteraan masyarakat. 

Disdukcapil Kabupaten Magelang sebagai suatu organi sasi publik yang 

dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Disdukcapil Kabupaten Magelang 

mempunyai jenis 2 (dua) sistem pelayanan publik yang meliputi pelayanan 

online dan  pelayanan offline dalam pelaksanaanya masyarakat lebih banyak 

memilih oofline.  

Padahal maksud dari PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2019. Didalam 

PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi 

kependudukan daring. Peraturan ini memuat pasal – pasal yang membahas ta-

ta cara mengakses untuk pelayanan administrasi kependudukan daring di 

Disdukcapil Kabupaten Magelang.  

Masyarakat dapat dilakukan tata cara mengakses untuk pelayanan ad-

ministrasi kependudukan daring pada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, 

PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2019.   

Gambar 1.1 Jumlah Permohonan Masyarakat Secara Pelayanan Online 

dan Pelayanan Offline Pada 3 Bidang Pelayanan Publik Di Disdukcapil Ka-

bupaten Magelang 
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Sumber: Dinas Kependudukan Kabupaten Magelang 2019 

 

Dari gambar 1.1 jumlah permohonan masyarakat secara offline pada 3 

bidang pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Magelang dari tahun 2017 

sampai tahun 2022 yaitu tahun 2017 terdapat jumlah permohonan masyarakat 

secara pelayanan offline sejumlah 306.654 pemohon. Sedangkan, tahun 2022 

terdapat jumlah permohonan masyarakat secara pelayanan online sejumlah 

220.175 pemohon.  

Seharusnya, dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan 

secara daring dari dikeluarkannya PERMENDAGRI nomor 7 tahun 2019, di-

harapkan kedisiplinan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi 

secara daring dan offline di Disdukcapil Kabupaten Magelang.  

Namun pada kenyataanya, tujuan tersebut tidak tercapai.  Karena adan-

ya penurunan jumlah permohonan masyarakat secara pelayanan offline dan 

pelayanan online yaitu tahun 2019 jumlah permohonan masyarakat secara pe-

layanan offline sejumlah 377.133 pemohon. Dibandingkan tahun 2022 jumlah 

permohonan masyarakat secara pelayanan online sejumlah 220.175 pemohon.  

 

306654 389951 377133 
257259 273161 220175 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jumlah Permohonan Masyarakat Secara Pelayanan Online  
Dan Pelayanan Offline Pada 3 Bidang Pelayanan Publik  

Di Disdukcapil Kabupaten Magelang 
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Berdasarkan 2 (dua) aspek. Maka saya mengambil judul menarik pada 

judul penelitian saya yaitu “Implementasi Peraturan Mentri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Secara Daring Di  Disdukcapil Kabupaten Magelang”.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis ambil dari latar belakang diatas, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Implementasi PERMENDAGRI Nomer 7 Tahun 2019 Ten-

tang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Disduk-

capil Kabupaten Magelang? 

2. Apa Hambatan Dan Solusi Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Secara Daring Di  Disdukcapil Kabupaten Magelang?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 

7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara dar-

ing di Disdukcapil Kabupaten Magelang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dari pegawai disdukcapil 

kepada masyarakat dalam mewujudkan kedisiplinan masyarakat pada pe-

layanan administrasi kependudukan secara daring di Disdukcapil Kabu-

paten Magelang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana faktor komunikasi yang dapat memen-

garuhi implementasi Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
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2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring di 

Disdukcapil Kabupaten Magelang. 

4. Untuk mengetahui bagaimana faktor sumber daya yang dapat 

melaksanakan pelayananadministrasi kependudukan secara daring di 

Disdukcapil Kabupaten Magelang. 

5. Untuk mengetahui bagaimana faktor disposisi yang dapat melaksanakan 

kedisiplinan padapelayanan administrasi kependudukan secara daring di 

Disdukcapil Kabupaten Magelang. 

6. Untuk mengetahui bagaimana faktor struktur birokrasi dapat 

melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di 

Disdukcapil Kabupaten Magelang. 

7. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi kependudukan secara daring di Disdukcapil Kabupaten 

Magelang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang didapat dari penelitian ini adalah  

1. Manfaat Akademik 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang dapat digunakan 

untuk penelitian yang lain. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan khususnya hukum pelayanan publik. 
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2. Manfaat Praktik 

Untuk dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten 

magelang melakukan usaha meningkatkan pelayanan pubik pada 3 bi-

dang pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Magelang. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tidak lepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dil-

akukan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan yang belum pernah diteliti 

oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan 

dalam peneliti ini adalah: 

1. Penelitian terdahulu yang pertama dengan judul Implementasi Pelayanan 

Publik Terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Data Ganda 

Pada Instansi Disdukcapil Gresik. Penulis pada penelitian terdahulu yang 

pertama yaitu M. Mansyhur A., Universitas Airlangga, 2019  

2. Penelitian terdahulu yang kedua dengan judul Implementasi Pelayanan 

Publik Berbasis Online Melalui Aplikasi Gudang Layanan Masyarakat 

Terpadu Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Penulis pada penelitian ter-

dahulu yang kedua yaitu Aulia Salsabila, Asdaf, Kota Tegal, 2017 

3. Penelitian terdahulu yang ketiga dengan judul Implementasi Pelayanan 

Publik Dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan Di Disdukcapil 

Blitar. Penulis pada penelitianterdahulu yang ketiga yaitu Ayu Triningsih, 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2018 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan kajian dalam 

penelitian ini akan dirangkum untuk kemudian diambil beberapa hal yang 

digunakan untuk penelitian.  
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Selanjutnya, dari beberapa penelitian terdahulu akan ditentukan pokok 

pikiran terlebih dulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan kebaruan 

dari penelitian sebelumnya berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan 

secara daring. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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No 
Judul Penelitian  

Dan Penulis 

Rumusan Masalah Hasil Penelitian Pembeda Peneltian Terdahulu  

Dan Penelitian Sekarang 

1. 
Implementasi Pelayanan Pub 

lik Terhadap Penanganan Pe 

ngaduan Masyarakat Tentang 

Data Ganda Pada Instansi 

Disdukcapil Gresik.  

 

Penulis:  

M. Mansyhur A.  

Universitas Airlangga, 2019 

1. Bagaimana Implementasi 

Pelayanan Publik Tentang  

Penanganan Pengaduan Masya 

rakat Tentang Ganda Pada  

Instansi Disdukcapil Gresik? 

Pelayanan publik, seluruh kantor 

dinas termasuk kantor Disdukcapil 

Gresik menuntut pemberian laya 

nan.  

 

Layanan sekarang sangat minim. 

Sehingga, kualitas layanan nya 

masih dibawah rata – rata. Tetapi, 

layanannya berjalan perlahan.  

Penelitian Terdahulu:  

Pelayanan publik, seluruh kantor 

dinas termasuk kantor Disdukcapil 

Gresik menuntut pemberian laya 

nan. Layanan sekarang sangat mi 

nim. Sehingga, kualitas layanan 

nya masih dibawah rata – rata. 

Tetapi, layanannya berjalan per 

lahan. 

 

Penelitian Sekarang:  

Layanan umum yang diseleng 

garakan disdukcapil Kabupaten 

Magelang memiliki 2 sistem  

pelayanan yaitu pelayanan offline 

dan pelayanan online.  
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No 
Judul Penelitian  

Dan Penulis 

Rumusan Masalah Hasil Penelitian Pembeda Peneltian Terdahulu  

Dan Penelitian Sekarang 

2 sistem pelayanan ini masih 

digunakan oleh Disdukcapil  

Kabupaten Magelang sekarang. 

2. 
Implementasi Pelayanan Pub 

lik Berbasis Online Meng 

gunakan Aplikasi GULA 

MADU Di Kota Bahari 

 

Penulis:  

Aulia Salsabila, Asdaf  

Kota Tegal, 2018 

1. Bagaimana Implementasi  

Pelayanan Publik Berbasis On 

line Menggunakan Aplikasi 

GULA MADU Di Kota Baha 

ri?  

 2. Apa hambatan Pelayanan 

Publik Berbasis Online Meng 

gunakan Aplikasi GULA MA 

DU Di Kota Bahari?  

 

Ikut serta masyarakat pelaksanaan 

layanan berbasis online mengguna 

kan aplikasi Gula Madu masih mi 

nim. Kemudian, keterbatasan SD 

M belum mencukupi yang tersebar 

4 kecamatan wilayah Kota Tegal.  

 

Aplikasi Gula Madu belum kurang 

efektif. Kepala Dinas memberi  

solusi dalam permasalahan di  

aplikai Gula Madu antara lain: 

Kepala Dinas mengadakan pela 

tihan kepala seluruh pegawai di 

kecamatan wilayah Kota Tegal. 

Penelitian Terdahulu:  

Ikut serta masyarakat pelaksanaan 

layanan berbasis online menggu 

nakan aplikasi Gula Madu masih 

minim. Kemudian, keterbatasan 

SDM belum mencukupi yang  

tersebar 4 kecamatan wilayah Kota 

Tegal.  

 

Aplikasi Gula Madu belum kurang 

efektif. Kepala Dinas memberi  

solusi dalam permasalahan di  

aplikai Gula Madu antara lain: 

Kepala Dinas mengadakan pela 

tihan kepala seluruh pegawai di 

kecamatan wilayah Kota Tegal. 
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No 
Judul Penelitian  

Dan Penulis 

Rumusan Masalah Hasil Penelitian Pembeda Peneltian Terdahulu  

Dan Penelitian Sekarang 

Penelitian Sekarang:  

Layanan umum yang diseleng 

garakan disdukcapil Kabupaten 

Magelang memiliki 2 sistem  

pelayanan yaitu pelayanan offline 

dan pelayanan online.  

2 sistem pelayanan ini masih 

digunakan Disdukcapil Kabupaten 

Magelang sekarang. 

3. 
Implementasi Pelayanan Pub 

lik Dalam Penerbitan Admi 

nistrasi kependudukan Di  

Disdukcapil Blitar 

 

Penulis:  

Ayu Triningsih,  

UM Malang, 2017 

1. Bagaimana implementasi  

pelayanan publik dalam pener 

bitan administrasi kependudu 

kan di Disdukcapil Blitar?  

2. Bagaimana kendala dalam 

penerbitan administrasi kepen 

dudukan di Blitar? 

Penelitian ini menggunakan meto 

de kualitatif dan metode kuan 

titatif.  

Penelitian Terdahulu:  

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dan metode 

kuantitatif.  

Penelitian Sekarang:  

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Disebabkan oleh 

penulis mengambil 1 lokasi 

penelitian. Lokasi peneliannya di 

Disdukcapil Kabupaten Magelang. 
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B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Implementasi  

Implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan. Sedangkan 

didalam bahasa inggris, implementasi dapat disebut implementation. Im-

plementasi adalah sebuah tindakan yang dapat digunakan mencapai 

tujuan didalam keputusan (Mulyadi, 2015). Implementasi adalah sebuah 

tindakan yang pelakunya berupa individu, pejabat sampai kelompok 

swasta yang mengarah ke pencapaian tujuan kebijakan (Arifin T., 2005). 

2. Teori Implementasi Menurut Para Ahli 

Implementasi dikemukakan 4 tokoh ahli diantaranya  

2.1 Merilee S. Grindle 

Keberhasilan implementasi dipengaruhi dua variable besar 

yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Merilee S. G., 

2022).  

2.2 Teori Implementasi Menurut George C. Edward III  

Implementasi yang dipengaruhi dibagi menjadi 4 variable 

(DRS. AG. Subarsono, 2022) yaitu  

a. Faktor Komunikasi b. Sumber Daya  

c. Disposisi  d. Struktur Birokrasi 

 

2.3 Teori Daniel A. Mazmanian Dan Paul A. Sabatier 

Ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasi-

lan implementasi menurut teori Daniel A. Mazmanian Dan Paul A. 

Sabatier1 sebagai berikut: karakteristik dari masalah, karakteristik 

kebijakan, variable lingkungan berupa kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan  tingkat kemajuan teknologi. 

                                                     
1
 DRS. AG. Subarsono, M. Si, MA, 2022, Teori Daniel A. Mazmanian Dan Paul A. Sabatier: 

Pustaka Pelajar:  Yogyakarta, Hal. 94 – Hal. 99. 
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2.4 Teori Donald S. V. M. Dan Carl E. V H.  

Ada lima variable yang memengaruhi kinerja implementasi, 

sebagai berikut: Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Kedua, 

sumber daya. Ketiga, komunikasi antar oganisasi dan penguat aktivi-

tas. Keempat, karakteristik agen pelaksana.  Kelima, kondisi SosPol 

dan politik (Donald & Carl, 2022). 

3. Teori Implementasi Menurut George C. Edward III 

Implementasi yang dipengaruhi dibagi menjadi 4 variable (DRS. 

AG. Subarsono, 2022) yaitu  

a. Faktor Komunikasi.  

Komunikasi adalah sebuah keberhasilan implementasi ke-

bijakan mensyaratkan dan implementor mengetahui yang harus dil-

akukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada 

kelompok sasaran (DRS. AG. Subarsono, 2022). 

b. Sumber Daya  

Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsis-

ten. Tetapi, implementor kekurangan sumber daya. Maka, implemen-

tasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber 

daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana prasa-

rana. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi ke-

bijakan. Agar efektif (DRS. AG. Subarsono, 2022). 

c. Disposisi  

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor. Contoh watak dan karakteristik yaitu komitmen, keju-

juran dan sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi 
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yang baik, dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Ketika imple-

mentor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuatan kebijakan. 

Proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif  (DRS. AG. 

Subarsono, 2022). 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan ke-

bijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi 

adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP menjadi pedoman 

bagi setiap implementor dalam bertindak. Seangkan struktur organ-

isasi yang terlalu panjang akan cenderung melemah pengawasan 

(DRS. AG. Subarsono, 2022). 

4. Pelayanan Publik  

Setiap instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu 

memberikan kepuasan bagi masyarakat. Apabila, tujuan yang telah 

ditetapkan tercapai barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Agar 

tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Maka, diperlukan pelayanan yang 

baik dan berkualitas. Karena dari pelayanan yang baik dan berkualitas 

dapat membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut. Pelayanan begitu 

penting bagi setiap masyarakat karena semakin berkualitas pelayanan 

yang diberikan. Maka, semakin besar kepercayaan yang di 

berikan masyarakat kepada pemerintah yang bergerak dibidang jasa ter-

sebut.  
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Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 Tentang Pelayanan 

Publik. Pelayanan publik adalah sebuah layanan umum untuk masyara-

kat. Ketika pegawai layanan memberikan layanan yang baik ke masyara-

kat. Serta, kepentingan organisasi (Posolong, 2013).  

Menurut KeMen PAN RB Nomor 25 Tahun 2004: “pelayanan pub-

lik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyeleng-

gara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pe-

layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang - un-

dangan”.  

Menurut Hayat (2017:22), pelayanan publik merupakan melayani 

secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya” 

5. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan 

    Sistem merupakan sekelompok elemen yang berintegrasi. Sistem 

beberapa subsistem yang saling bekerjasama dan sistem pelayanan sub 

sistem saling mempengaruhi. Kemudian menciptakan sebuah pelayanan 

yang dapat memuaskan (Raymond MC. Leod, 2001). Sedang kan, admin-

istrasi merupakan proses yang mengarah pada dokumen tertentu dan 

mencapai sumber yang disediakan secara nyata (Abdul, Fahmi dan 

Wance, 2021).  

Disdukcapil Kabupaten Magelang memiliki 2 sistem pelayanan 

publik yang masih digunakan sampai saat ini yaitu pelayanan online dan 

pelayanan offline (Abdul, Fahmi dan Wance, 2021). Berikut pengertian 
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pelayanan offline dan pelayanan online antara lain: 

a. Pelayanan Offline 

Offline adalah komunikasinya tatap muka. Jadi, kesimpulannya dari 

pelayanan offline adalah pelayanan yang tidak biasa terhubung ke in-

ternet. Tetapi, pelayanan ini masyarakat datang langsung ke lokasi 

yang dituju. 

b. Pelayanan Daring 

    Daring adalah komunikainya menggunakan hp dan internet. 

Masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya me-

lalui daring ini dapat diakses dalam waktu kapanpun dan aksesnya 

dimanapun. Disdukcapil Kabupaten Magelang menganjurkan 

masyarakat bisa mendowload aplikasi genduk manis di playstore / 

googlestore.Aplikasi genduk manis adalah aplikasi yang digunakan 

untuk mengurus administrasi kependudukan mudah dan gratis. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian   

Peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris 

merupakan cara untuk memperdalam dan memperluas objek yang diteliti 

(Soejono Soekanto, 2006). Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang 

melihat bagaimana implementasi PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2019 

tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Disduk 

capil Kabupaten Magelang yang merupakan sebuah fenomena sosial dimana 

memerlukan informasi secara mendalam dan menyeluruh. Supaya, terlihat 

jelas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

B. Pendekatan Penelitian  

Peneliti memilih pendekatan sosiologi hukum. Alasan memilih pen-

dekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam 

konteks sosial bekerjanya hukum formal dalam masyarakat (Dr. Bachtiar, S. 

H., M. H., 2009). Hal ini sesuai dengan 7 tujuan penelitian.  

C. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan suatu pembatas penelitian dalam hal 

pengkajian permasalahan. Berdasarkan, rumusan masalah penelitian yang di-

jelaskan. Maka, fokus penelitian ini yaitu mengenai pengimplementasian pe-

layanan administrasi kependudukan secara daring di Disdukcapil Kabupaten 

Magelang.  
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Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang implementasi kebijakan. 

Sehingga, yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaima-

na langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah pada instansi yang berwenang 

melaksanakan kebijakan tersebut adalah Disdukcapil Kabupaten Magelang. 

Tujuannya untuk mencapai target setiap tahunnya mengenai pelayanan ad-

ministrasi kependudukan secara daring bidang administrasi kependu dukan. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data dapat 

diperoleh (Suharsimi A., 2010). Penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) 

sumber data yaitu: 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti dari sumber pertamanya (Suharsimi A., 2010). Adapun yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi El-

ektronik. 

2) PERPRES Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkem-

bangan Penduduk. 

3) PERPEM RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU RI 

Nomor 25 Tahun 2009. 

4) PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Admin-

Duk Daring. 

5) PERMEN PAN RB RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan  

Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 

6) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. 

7) PERDA Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penye-

lenggaraan AdminDuk di Kabupaten Magelang. 



22 

b) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua sesudah 

sumber data primer. 

Sumber data sekunder mencakup dokumen resmi, buku dan hasil 

penelitian yang berwujud laporan. buku tentang hal terkait dengan pem-

bahasan penelitian (Burhan B., 2017). Sumber data sekunder ini terdiri 

dari buku, jurnal, artikel dan browsing internet. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis da-

lam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyo, 2010). Teknikpengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dan tatap muka 

antara 2 (dua) orang dan lebih. Dalam hal ini, diawali dengan 

mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka secara langsung dengan 

berpedoman pada rancangan pertanyaan yang sudah disusun kepada            

narasumber yang diharapkan dengan menggunakan cara tersebut 

mendapatkan jawaban. Serta penjelasan yang sesuai berkaitan dengan 

permasalahan penelitian (Usman Akbar, 2009).  

4 orang narasumber yang diwawancarai yaitu pertama, Bapak R. 

Anta Murpujiantaka, S. Sos. selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten 

Magelang. Kedua, Ibu Nur Pujining D., SH. Selaku Kepala Bidang PIAK 

dan Pemanfaatan Data. Ketiga, Ibu Erny Nurhayani, SE, MM. selaku Pe-

nata Laporan Keuangan. Keempat, Ibu Ratih Ayu Kusumanegara, A.Md. 

Akt selaku Pengelola Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten 

Magelang. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalammetodologi penelitian sosial (Rahmat K., 2014). Doku-
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mentasi disini peneliti peroleh dariDisdukcapil Kabupaten Magelang 

terkait dengan pelayanan online dan pelayanan offline.Dokumentasi dari 

peneliti selama peneliti melakukan penelitian di Disdukcapil Kabupaten 

Magelang. 

F. Analisis Data  

Analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori sampai memilih mana 

yang penting / dipelajari dan dapat membuatkesimpulan (Sugiyo, 2018). Ana-

lisis data sebagai proses mengorganisasikan sampai dapat dirumuskan 

hipotesis kerja (Moleong, 2017). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Implementasi Pera-

turan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Ten-

tang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Disdukcapil 

Kabupaten Magelang, sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa hambatan dalam Implementasi Peraturan Mentri Da-

lam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Disdukcapil Kabupaten 

Magelang, sebagai berikut: 

a. Pada faktor komunikasi adalah masyarakat yang tinggal di 15 keca-

matan wilayah Kabu paten Magelang. Mayoritas masyarakat yang 

tinggal di 15 kecamatan wilayah Kabupaten Magelang memilih pe-

layanan administrasi kependudukan secara offline. Di bandingkan, 

masyarakat yang tinggal di 6 kecamatan wilayah Kabupaten Mage-

lang memilih pelayanan administrasi kependudukan secara online.  

Padahal, pegawai disdukcapil sudah mengadakan sosialisasi seluruh 

masyarakat perkecamatan untuk memberi arahan menggunakan pe-

layanan administrasi kependudukan secara online yaitu aplikasi gen-

duk manis Disdukcapil Kabupaten Magelang. 

Penyebab masyarakat yang tinggal di 15 kecamatan wilayah Kabu-
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paten Magelang memilih pelayanan administrasi kependudukan 

secara offline, sebagai berikut: Pertama, masyarakat yang tinggal di 

pegunungan / gunung mengalami kendala jaringan internet  

susah. Kedua, masyarakat yang berusia diatas 50 tahun tidak paham 

internet. Ketiga, masyarakat yang berusia diatas 45 tahun tidak bisa 

menggunakan handphone android. Keempat, masyarakat berkeingi-

nan diri sendiri memilih pelayanan administrasi kependu dukan 

secara offline.  

b. Pada faktor sumber daya adalah faktor SDM, faktor anggaran, faktor 

sarana dan prasarana menjelaskan bahwa Pertama, faktor SDMnya 

masih kurang dalam melaksanakan hasilpekerjaan selama 6 tahun 

terakhir (tahun 2017 sampai tahun 2022). enilaian kerja per 

pegawai disdukcapil selama 6 tahun terakhir (tahun 2017 sampai ta-

hun 2022) masihrendah dan belum ada perubahan. 

Kedua, faktor anggarannya Disdukcapil Kabupaten Magelang 

menginginkan membangun bangunan baru di tanah kosong ling-

kungan kantor Disdukcapil Kabupaten Magelang.   

 Tetapi, anggaran kas tahun 2021 dan kas tahun 2022 pembangunan 

baru untuk ruang   tunggu pemohon yang mengurus dokumen ad-

ministrasi kependudukan tidak cukup. Pembangunan baru untuk ru-

ang tunggu pemohon yang mengurus dokmen administrasi 

kependudukan membutuhkan biaya Rp 15.000.000 untuk pengerjaan 

5 bulan selesai. 
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Ketiga, faktor sarana dan prasarananya yang disediakan oleh 

Disdukcapil Kabupaten Magelang sangat sedikit. Hal ini menyebab-

kan kebijakan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Mage-

lang belum sepenuhnya berhasil untuk mendisiplinkan masyarakat 

pada pelayanan administrasi kependudukan secara online dan pela-

yanan administrasi kependudukan secara offline. 

c. Pada faktor dispoisi adalah disdukcapil Kabupaten Magelang dalam 

menjalankan kebijakan ini masih buruk. Dimana setiap bidang men-

jalankan pekerjaaannya belummemegang kejujuran, belum me-

megang komitmen secara menyeluruh dan demokrasinya   

tidak lancar. Sehingga, belum mencapai keberhasilan pelayanan ad-

ministrasi kependudukan secara online dan pelayanan administrasi 

kependudukan secara offline. Disdukcapil Kabupaten Magelang be-

lum memperbaiki pegawai yang mengurus pembuatan disposisi  

untuk keterangan perintah, laporan penanganan disposisi untuk ket-

erangan singkat pelaksanaan disposisi dan konsep surat disposisi. 

Serta, pembuatan disposisi memberikan catatan disposisi. Pada fakor 

struktur birokrasi adalah struktur birokrasi yang disediakan oleh 

Disdukcapil Kabupaten Magelang KaDin Disdukcapil Kabuapten 

Magelang sampai semua karyawan Disdukcapil Kabuapten Mage-

lang belum sepenuhnya menjalankan standar pelayanan pada pela-

yanan administrasi kependudukan secara online dan pelayanan ad-

ministrasi kependudukan secara offline masih buruk. Sehingga, 
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standar pelayanan pada pelayanan administrasi kependudukan secara 

online dan pelayanan administrasi kependu dukan secara offline be-

lum ada perubahan yang baik. 

B. Saran 

Terdapat saran dalam Implementasi Peraturan Mentri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Secara Daring Di Disdukcapil Kabupaten Magelang, sebagai 

berikut:  

1. Saran dari faktor komunikasi yaitu mulai Januari 2023, 5 pegawai 

disdukcapil Kabupaten Magelang mengajak masyarakat perkecamatan 

untuk menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh disdukcapil Kabupaten 

Magelang. Sebelum disdukcapil Kabupaten Magelang menga dakan so-

sialiasi di halaman tengah / halaman terbuka. Disdukcapil memberikan 

infomasi kepada Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, 

Ketua RT dan Ketua RW untuk mengajak masyarakat menghadiri sosial-

isasi di disdukcapil Kabupaten Magelang. Disdukcapil Kabupaten Mage-

lang mengadakan sosialisasi di halaman tengah / halaman terbuka. 

Perkecamatan mendapatkan kehadiran sosialisasi yang diadakan oleh 

disdukcapil Kabupaten Magelang untuk masyarakat per kecamatan di 

wilayah Kabupaten Magelang yaitu 1 bulan 2 kali. Disdukcapil Kabupat-

en Magelang menyediakan 300 kursi untuk masyarakat perkecamatan di 

wilayah Kabupaten Magelang yang datang di disdukcapil Kabupaten 

Magelang. 
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2. Saran dari faktor sumber daya yaitu pertama, Disdukcapil ingin menam-

bahkan 10 orang pegawai pertahun dari tahun 2021 sampai tahun 2023. 

Tetapi, terbatasnya dana untuk membuka loker pegawai baru yang 

diselenggarakan oleh Disdukcapil KabupatenMagelang. Kedua, ang-

garannya awal Januari 2023 Kepala Dinas disdukcapil, Sekretaris 

disdukcapil dan Bendahara Umum disdukcapil sudah berdiskusi untuk 

mengatasi anggaranperbulannya yang membengkak pengeluarannya. 

Kami meminta kepada seluruh pegawai disdukcapil, perkepala bidang 

pelayanan publik dan perkepala seksi yang mengurus dokumen admin-

istrasi kependudukan untuk nominalnya iuran perbulan sejumlah Rp 

500.000 perpegawai selama perbulan.  

Ketiga, sarana dan prasarananya yaitu saranannya sudah cukup. Saranan 

yang disediakan disdukcapil Kabupaten Magelang berupa mobil elf, mo-

bil avanza, mobil grand livina, mobil kijang dan mobil kuda. Sedangkan, 

prasarana masih kurang perunit. Solusinya untuk mengatasi prasarana 

yang masih kurang perunit yaitu Oktober 2022 Kepala Dinas disdukcapil 

dan Kepala Seksi Pengelolaan SarPras mengadakan rapat khusus untuk  

mencari cara mengatasi prasarana yang masih kurang perunit.  

Hasil rapatnya yaitu awal Januari 2023 disdukcapil berkeinginan 

menambahkan 2 buah perunit selama 3 bulan sekali. Kemudian, awal 

Mei 2023 prasarananya masih bertahap untuk menambahkan 2 buah 

perunit selama 3 bulan sekali dalam proses mengurus  

dokumen kependudukan masyarakat pada pelayanan administrasi 
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kependudukan secara offline dan pelayanan administrasi kependudukan 

secara online. 

3. Saran dari faktor disposisi yaitu Desember 2022 Kepala Dinas disduk-

capil, Sekretaris disdukcapil dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan 

Data mengadakan rapat membahas tentang Disposisi. Hasil rapatnya se-

bagai berikut:  

Pertama, pembuatan disposisi berupa keterangan perintah yang diberikan 

kepada  pene rima disposisi. Kedua, laporan penanganan disposisi berupa 

keterangan singkat pelaksanaan disposisi dan konsep surat. Ketiga, pem-

buatan disposisi berupa dapat memberikan catatan terhadap laporan yang 

telah dibuat oleh penerima disposisi.  

Awal Januari 2023 mulai berlakunya penambahan 1 pegawai per 3 bulan 

yang membahas tentang Disposisi, sebagai berikut: Pertama, pembuatan 

disposisi bertambah 1 pegawai per 3 bulan yang mengurus keterangan 

perintah yang diberikan kepada penerima disposisi. Kedua, laporan pe-

nanganan disposisi bertambah 1 pegawai per 3 bulan yang mengurus  

keterangan singkat pelaksanaan disposisi dan konsep surat. Ketiga, pem-

buatan disposisi bertambah 1 pegawai per 3 bulan yang mengurus mem-

berikan catatan terhadap laporan yang telah dibuat oleh penerima dispo-

sisi. 

4. Saran dari faktor struktur birokrasi yaitu Januari 2023 Kepala Dinas 

disdukcapil, Sekretaris disdukcapil dan Kepala Bidang PIAK dan Pem-

anfaatan Data mengadakan rapat membahas tentang struktur birokrasi.  



81 

Hasil rapatnya sebagai berikut: disdukcapil Kabupaten Magelang 

berkeinginan memperbaiki struktur birokrasi perbidang di disdukcapil 

Kabupaten Magelang. Febuari 2023, Bupati Kabupaten Magelang men-

gontrol / memantau perbaikan struktur birokrasi perbidang di disdukcapil 

Kabupaten Magelang. Upaya struktur birokrasi di disdukcapil Kabupaten 

Magelang secara bertahap. Kepala Dinas disdukcapil, Sekretaris disduk-

capil dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data meminta seluruh 

pegawai disdukcapil ikut serta memperbaiki struktur birokrasi perbidang 

di disdukcapil Kabupaten Magelang. 
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